BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu pendanaan terbesar bagi pemerintah
dan pembangunan ekonomi negara.Salah satu sumber pendapatan negara
berasal dari sektor pajak. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi
negara tersebut diperlukan investasi dalam jumlah yang besar. Oleh karena
itu pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang berada di dalam negara.
Meskipun penting dalam pembangunan ekonomi negara, namun masih
banyak orang yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Sebagai upaya
untuk meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam
penerimaan negara maka orang pribadi atau badan ditetapkan untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Dalam hal ini,
instansi yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu direktorat jenderal di bawah
Kementrian Keuangan Indonesia yang memiliki tugas sesuai amanat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK /01/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan untuk merumuskan serta
melaksanakan kebijakan-kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
perpajakan. Fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu sendiri adalah

untuk merumuskan kebijakan dibidang perpajakan, menyusunan norma,



standar,  prosedur, dan  kriteria di  bidang  perpajakanserta
memberikanbimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang berkedudukan penting
dalam pendapatan negara.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah
pemungutan pajak terhadap setiap transaksi atau perdagangan jual beli
produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan
usaha maupun pemerintah. Pada dasarnya barang dan jasa merupakan
Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN.Wajib pajak yang melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki
kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan yang terutang ataupun
nihil. Setiap wajib pajak wajib memungut Pajak Penghasilan (PPN) atas
transaksi usaha dengan menerbitkan faktur pajak. Semakin berkembangnya
zaman dari waktu ke waktu, terutama dengan semakin canggihnya teknologi
yang ada, Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat aplikasi e-TaxInvoice
atau e-Faktur yang merupakan aplikasi elektronik yang digunakan untuk
membuat Faktur Pajak. Pada tangggal 1 Juli 2016, pemerintah melalui

peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. PER 17/PJ/2014 menetapkan
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Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat e-faktur. Penggunaan faktur
pajak elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan
atau Penggunaan Faktur Pajak. E-Faktur Pajak merupakan faktur pajak yang
dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik denagn cara melakukan instalasi e-
faktur pada komputer dan secara otomatis menghubungkan e-faktur dengan
program e-SPT, pembuatan SPT Masa PPN. Dengan adanya aplikasi e-
faktur memudahkan Perusahaan Kena Pajak (PKP) dalam membuat faktur
pajak dengan format yang sudah disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak
(DJP).

PT Dok dan Perkapalan Surabaya merupakan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang galangan atau perbaikan
kapal yang setiap bulannya membuat faktur pajak untuk setiap transaksi
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan aplikasi e-faktur untuk

meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tujuan Studi Lapang
Adapun tujuan dari studi lapang ini adalah sebagai berikut :
1.Untuk mengetahaui tata cara pembuatan faktur pajak menggunakan
aplikasi e-faktur pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya.
2. Untuk mengetahui prosedur penerepan e-faktur dalam meningkatkan
Kepatuhan Pengusahan Kena Pajak (PKP) terhadap pelaporan SPT masa
PPN menggunakan aplikasi e-faktur pada PT Dok dan Perkapalan

Surabaya.
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Manfaat Studi Lapang
Adapun manfaat dari studi lapang sebagai berikut :
Bagi Mahasiswa :
1. Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penerapan e-faktur dalam
meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Memahami teknologi informasi dan komunikasi pada dunia kerja.
Bagi Perusahaan :
Memberikan informasi tambahan  mengenai. prosedur pembuatan
faktur pajak menggunakan aplikasi e-faktur dalam hal pemenuhan

kewajiban perpajakan pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya.

Ruang Lingkup Studi Lapang

Agar pembahasannya tidak terlalu menyimpang dari tujuan studi
lapang, maka penulis memberikan batasan hanya pada prosedur penggunaan
aplikasi e-faktur dalam pembuatan faktur pajak pada PT.Dok dan

Perkapalan Surabaya.

Metode Pengumpulan-Data

Metode pengumpulan adalah suatu proses yang sangat penting dalam
rangka penulisan laporan untuk keperluan penelitian yang dapat
dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah benar.

Metode pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam
melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran umum dengan metode-

metode sebagai berikut :



1. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan data atau dokumen yang mendukung dengan cara
menelaah dokumen-dokumen yang terkait dalam hal Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan
tanya jawab langsung secara lisan dengan pihak terkait mengenai objek
yang diteliti. 'Pada kegiatan wawancara ini, penulis melakukan
wawancara kepada Ibu Dian A, selaku dari bidang usaha instansi dan hal-
hal yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan khususnya khususnya

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



